BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INSTRUKSI BUPATI PROGRAM PENGUATAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa upaya penguatan infrastruktur Perdesaan
merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah
yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015, maka
perlu petunjuk teknis program penguatan infrastruktur
perdesaan;

bahwa dalam rangka efektifitas program penguatan
infrastruktur perdesaan, perlu dilakukan evaluasi
terhadap petunjuk teknis program penguatan
infrastruktur perdesaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkalis tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan  Dana Instruksi  Bupati Penguatan
Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5234);




: _Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Gl
. Pengelolaan Keuangan : Daerah (Lembaran Negara
‘ n‘Repubhk Indones1a Tahun 2005 Nomor 140 Tambahanﬁf\

. Lembaran Negara Repubhk Indone51a Nomor 4578)

~Peraturan PernerlntahNomor 79 Tahun 2005 tentang S

- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan -
Pemerlntahan, Daerah (Lembaran Negara Republik - L
‘Indonesia‘ Tahun = 2005 ° Nomor - 165, Tambahan . -
jLembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4593); - -

Peraturan’ ' Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang’ i

. Pedoman Pernblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan_ S Tn
Pemermtahan Daerah (Lembaran' Negara - Republik =~
- Indonesia:: Tahun 2005 - ‘Nomor - 165, Tambahan =~
B ‘Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 4593);

. Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
-Pembaglan ‘Urusan Pemermtahan Antara Pemerintah,
"~ Pemerintahan Daerah Provinsi, - :dan Pemermtahan
 Daerah' Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik =~
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
- Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737), - =

Peraturan Pre31den Nomor | 54 Tahun 2010 tentangj-f{f
; ”Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah sebagalmana telah

- diubah terakhlr dengan Peraturan | Presiden Nomor 70
" Tahun 2012 “tentang Perubahan Kedua Peraturan

- Presiden - Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

- 10.

o Barang/ Jasa Pemerlntah

' Peraturan: Menten Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 - -

tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

. sebaga1rnana telah ‘diubah beberapa kali terakhir dengan S
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri ‘Dalam
' Negeri - Nomor - 13 Tahun 2006 tentang Pedoman =

Pengelolaan Keuangan Daerah;

‘Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 17 Tahun 2007;
 tentang Pedoman Teknls Pengelolaan Barang M111k E

e Daerah
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i "Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan s
- Daerah (Lembaran\Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun .

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor O7>

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah :
" Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran , Daerah S
’Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nomor 07); - ' 5

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nombr 03 1 5

2009 Nomor 08)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 09‘ e
~Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka s
~ Menengah Kabupaten Bengkalis - Tahun 2010- -2015
i ,(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 201 1: R
Nomor 09) . LR T e
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 Memperhatikan :

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 02 o

~+Tahun 2012 tentang Organ1sas1 ‘dan - Tata Kerjaj

.’_‘Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
~dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah -

- Kabupaten Bengkahs Tahun 201 1 Nomor 09), .

INSTRUKSLI' BUPATI BENGKALIS NOMOROI TAHUN 2012
' TANGGAL 25 JUNI 2012 TENTANG PELAKSANAAN
" PROGRAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR  PEDESAAN

o KABUPATEN BENGKALIS

"E‘MEMUTUSKAN

: .PERATURAN BUPATI TENTANG ‘PETUNJUK TEKNIS :
: ALOKASI ‘DAN PENGGUNAAN DANA INSTRUKSI

BUPATI. PROGRAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR

B PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS

o BAB I
KETENTUAN UMUM

= Pasal 1

i ‘Dalam Keputusan ini yang dlmaksud dengan
L

Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

- Pemerintah Daerah.

"‘Bupat1 adalah Bupat1 Bengkahs

. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa' W
yang - selanjutnya - disingkat BPMPD adalah - Badan i
~ Pemberdayaan Masyarakat dan Pemermtahan Desa o

' .Kabupaten Bengkahs : : I

Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa se- [

- Kabupaten Bengkahs

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mem111k1
- batas- batas ‘wilayah yang berwenang untuk mengatur dan.
‘mengurus kepentmgan masyarakat setempat berdasarkan

- asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui- dan ‘
,dlhormatl dalam sistem" Pemenntahan Negara Kesatuan .

Repubhk Indonesw. s

. Kepala Desa adalah Pemlmpln dar1 Desa di Kabupaten s

Bengkahs

Bendahara Desa adalah perangkat desa yang. d1tunJuk' |
oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetor,
‘menatausahakan, - membayarkan - dan

. memepertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangkai‘
: ‘pelaksanaan APBDesa S e ,

'Pemermtah Daerah  adalah - Bupatl Bengkahs dan - ,
perangkat daerah - sebaga1 - unsur i,penyelkenggaraﬂj S



Petunjuk Teknls adalah Pedoman yang mengatur secara"y' |

umum . dan - Secara  Teknis tentang penyelenggaraan
- Instruksi Bupat1 Program Penguatan Infrastrukturf
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- 11,

E 'Pedesaan

. Infrastruktur Pedesaan adalah fas111tas yang ada di desa _
‘yang merupakan kebutuhan dasar fisik pengorgamsas1an
sistem struktur yang diperlukan untuk j Jjaminan ekonomi
-sektor  publik sebagai layanan dan fasilitas yang
d1per1ukan agar. perekonomlan berfungsi dengan baik.

,Instruks1 Bupati - Program Penguatan Infrastruktur
'Pedesaan yang selanjutnya disingkat INBUP-PPIP adalah -
Naskah Dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada

- bawahan untuk pelaksanaan keg1atan dalam rangka
- . percepatan penyedlaan infrastruktur “pedesaan " dengan -

menitikberatkan pada proses pernberdayaan masyarakat

melalui partisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan,

pelaksanaan - kegiatan dan pengelolaan pembangunan'* ’
S 1nfrastruktur pedesaan = o R
N '12._Pendamp1ng Desa Pembangunan yang selanjutnya
~ disingkat PDP adalah Orang yang telah dilatih dan

- tugasnya membenkan bimbingan, ' pembinaan - dan

18

. pengawasan  atas. ~pengelolaan keglatan pembangunan

yang ‘ada pada pemerlntahan desa dlantaranya INBUP— :
PPIP. .. _ . \

Koordlnator 'Kecamatan : Pendamplng ' Desa Bldang e

: Pembangunan yang selanjutnya disingkat Korcam PDP S
“adalah Orang yang telah dilatih dan tugasnya memberikan

bimbingan,  mengkoordinasikan = dan  mengevaluasi

-~ kegiatan Pendamplng 7 Desa i _Pembangunan» odi

SR 'Pemenntahan Desa.”
14, i

- Pembangunan yang selanjutnya dlsmgkat Korkab PDP.. -
~adalah Orang yang telah dilatih dan tugasnya memberikan

Koordinator Kabupaten Pendamplng Desa Bidang

~ bimbingan, mengkoordlna51kan dan = mengevaluasi
kegiatan - Korcam - dan Pendamping Desa  bidang

16,

- 18.

Pembangunan di Pemerlntahan Desa serta membenkan

" masukan kepada BPMPD
15,

Musyawarah Desa I (satu) yang selanJutnya dlsmgkat ‘

Musdes I adalah musyawarah desa Pembentukan

Organisasi Masyarakat Setempat 7
Musyawarah Desa I (dua) yang selanjutnya dlsmgkat L

Musdes II adalah musyawarah desa Penyusunan Usulan
: Pr10r1tas Keglatan Desa : : :
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Musyawarah Desa e (tiga) yang selanjutnya d1s1ngkat
Musdes  III adalah - ‘musyawarah desa serah terima
keglatan dar1 OMS kepada kepala desa

Organisasi- Masyarakat Setempat yang selanjutnya :
disingkat . OMS adalah organisasi yang. ditetapkan/
dibentuk melalul musyawarah desa I yang dlsahkan oleh
Kepala Desa.




19 Gambar Tekms Rencana adalah dokumen yang bens1kan
tentang Gambar pelaksanaan di lapangan dlantaranya
denah tampak potongan dan detall

: - 20. Rencana Anggaran Blaya ya.ng selanjutnya dlsmgklat RAB :

adalah 'Rencana Anggaran Biaya :berdasarkan gambar
teknis rencana ker_]a dan spesifikasi pekerjaan yang akan
dlkerjakan yang menjadl acuan dalam pelaksanaan
pekerjaan s

. BAB II
AZAS TUJUAN DAN SASARAN

| Pasal 2

Dana INBUP- PPIP Tahun Anggaran 2014 dlgunakan untuk

memb1aya1 keglatan dalam rangka percepatan penyediaan
 infrastruktur pedesaan dengan menitikberatkan pada

proses pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif
dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan: pembangunan infrastruktur pedesaan.

Pasal 3

PRIORITAS KEGIATAN

Prlorltas keglatan penguatan 1nfrastruktur perdesaan terdiri
dari : ; e ‘

. oa Keglatan yang d1sepakat1 melalui Musyawarah Desa dan

‘telah dilakukan’ verlﬁka31 oleh PDP dan BPD dan
disetujui oleh Kepala Desa '

= b. ‘Keglatan yang d1perk1rakan mampu dlkerjakan oleh :
= masyarakat setempat dalam tahun anggaran berjalan; -

c. Keglatan yang tidak terlalu memerlukan perh1tungan V
. atau anahsa teknis yang tinggi (konstrukm sederhana)
Catau . teknologmya - sudah - dikuasai _oleh
desa/masyarakat ’ B :

d. Keglatan yang materlalnya mudah dlperoleh atau secara'
umum tersedia serta berkuahtas : v

€. ’Keglatan : mfrastruktur untuk . kepentmgan umum

“meliputi ' pembangunan ° jalan - lingkungan/bodi .
jalan/ sememsa31/ base A, B, C, parit' lingkungan,
o normahsam sungal/ parlt pembangunan tanggul/ turap,
pintu ~ klip,  pembangunan Jetl/dermaga
duw1ker/ gorong gorong dan Jembatan S '

St jPembangunan embung (bangunan penylmpan a1r) bag1
desa yang rawan bencana pada mu81m kemarau e



. f\ﬁUntuk kegltan yang termasuk dalam pom e yang
menggunakan alat berat, harus melamplrkan berita
~acara kesepakatan masyarakat penggunaan alat berat;

"‘Keglatan keglatan yang membutuhkan pernblayaan

_ dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB III

PERSIAPAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

“Bagian Pertama
Per31apan dan Perencanaan

Pasal 4

Sebaga1 langkah awal darl pelaksanaan keglatan dari
INBUP-PPIP harus dilakukan pers1apan yaltu

-a

.@ﬂ-j8081ahsa31 pelaksanaan INBUP PPIP ditirigkat P

i :fKecamatan 5

Pembentukan OMS sebaga1 lembaga pengelola Program

S _,Penguatan Infrastruktur Pedesaan dilakukan pada saat
. Musdes dengan - mekanisme pemlllhan adanya ‘

: keterwakllan setiap dusun m1n1rna1 1 (satu) orang.

.‘-‘:’}OMS terd1r1 dar1 Ketua Sekretarls Bendahara dan e
-»»anggota, Lo

.~ OMS membuka rekemng dengan nama OMS INBUP-
-f-iPPIP untuk ‘menerima uang dari Kas Desa. Rekenlng B
- OMS memuat spesimen sebanyak 3 (tiga)- orang . terdiri

- dari Ketua OMS, Bendahara OMS dan PDP;

.;“'?'Musyawarah desa’ juga . menglnventarlslr ~dan
- menghimpun Usulan Pr10r1tas Keglatan Desa (UPD) yang
. disepakati untuk d1dana1 - Program  Penguatan
- Insfratruktur Perdesaan ~ melalui PerenCanaan EAE

ES .Musyawarah Desa I (musdes dua)

; ]Usulan keglatan yang akan d1dana1 bersumber dari hasﬂ
“Musrenbang desa dan atau ‘dari Dokumen Rencana
- Pembangunan’ Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) B
_yang telah di Perdeskan, o

.. OMS dan PDP melakukan survey harga m1n1rna1 pada 3
- (tiga): toko terdekat harga upah dan harga material jika
f;bersurnber dari ~desa yang bersangkutan serta .. -
Tmengumpulkan “data Standarisasi ‘Satuan Harga
y ,Barang/Jasa Pemermtah Kabupaten Bengkahs sebaga1
. dasar penyusunan d1sa1n gambar dan RAB; - :

.k‘ff'Membuat Gambar Rencana’ Konstruks1 dan RAB
- kegiatan - yang dllaksanakan oleh OMS dengan

: . d1damp1ng1 oleh PDP;:

. Gambar Rencana KonstrukS1 dan RAB kégi’gtan gy
~ diverifikasi oleh PDP untuk selanjutnya d1setuJu1 oleh ke

L :_;'Kepala Desa.



Coa

Bag1an Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5 S

| :,,*Pelaksanaan keglatan INBUP PPIP dllakukan rnelalul"
beberapa pendekatan yakni : ‘ S

Seluruh rangkalan pelaksanaan keglatan pembangunan ;i:;
dilaksanakan secara swakelola dengan pola OMS, padat.

‘karya dan’ ‘terbuka (transparan) dengan menggunakan
- tenaga kerja setempat . ‘ =

.-Keglatan dapat dllaksanakan apablla telah memenuhlﬁk,'_ '
; mekanlsme sebagalmana yang dlatur pada pasal 4;

Seluruh keglatan ﬁ31k dan keuangan harus selesal pada SRR |
~tahun berjalan; R I LB

. Apabila keglatan ﬁs1k dan keuangan belum selesa1

- dilaksanakan . pada tahun berjalan maka akan menJadL o
'Sllpa Desa; 2 5 . : Pema

Pembangunan ﬁ31k secara teknls harus memenuhlyfg '
standar mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

. Adanya swadaya dan kegotong—royongan masyarakatig e

dalam pelaksanaan keg1atan Penguatan Infrastruktur

Pedesaan

Seluruh keglatan yang menurut aturan d1kena1 pajak"f”'

harus d1setor ke kas Negara oleh bendaharawan desa

BAB IV

ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT o

(1) A
dibentuk berdasarkan Musdes I yang dlsahkan oleh;{_ .

Baglan Pertama‘
’I‘ugas OoMS .

Pasal 6

OMS adalah Orgamsam Masyarakat Setempat yang' v

L »‘Kepala Desa.

@
"Adapun tugas dari OoMS. adalah sebaga1 berlkut

| 1"5’{;‘;,"C.J"'Menyelenggarakan Musyawarah Desa dan Rembug -

OMS d1p111h oleh masyarakat melalui Musdes L.

Ca 'Menandatangam dan mentaatl Pakta Integntas yang

~. disepakati bersama :f Kepala Desa dan - Wakil

o i_y,:-Masyarakat S T e 7
b. Mengmdenhﬁkam permasalahan - infrastruktur‘ di

- tlngkat desa;

- -Warga; .

\rdb.f‘-‘vMembantu fdan \"j’fi‘i}fmemfasilthas‘igifj;' ketcrlibatan i

f’masyarakat

0 . e.f: Menyusun UPD (Usulan Prlorltas Desa)




£, ‘Mengajukan Usulan Keglatan Desa

g. -‘Menyusun perencanaan tekms dan menghltung

‘RAB; bersama atau sesuai. dengan arahan PDP;

‘h. ’Melaksanakan keglatan sesual dengan Rencana'

.Usulan Prlorltas Desa;

o 1 "."Membuka rekemng OMS; |

. J ' Menjamln dan memfa31hta81 transparans1 keglatan, :

| "k'.' Menandatanganl Kontrak Kerja antara ketua OMS”_I,

dengan: Kepala Desa

‘fflyé.,*Melakukan pengajuan pencalran dana oleh OMS ,

kepada Kepala Desa;-

‘f}kfh'.{Membuat laporan buku kas tlngkat desa dan S

"rnengumpulkan bukt1 / bon pengeluaran B

‘n. ifMemonltor pelaksanaan fisik;

0. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan keglatan_ ,

e ;-vﬁsﬂ{

iy

p ‘TMenyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ);

: ;Lkeglatan pelaksanaan

i q ,Menyarnpalkan laporan Musdes III kepada Kepala‘ |

Desa, P

T 3'Menyebar1uaskan laporan kemajuan ﬁ31k pekerjaan
L d1 medla/ papan mforma31 o g

L Baglan Kedua
Krlterla Kepengurusan OMS

Pasal 7

= ‘Adapun kr1ter1a kepengurusan OMS adalah sebagal berlkut ‘
“ .,(Pendldlkan m1n1mal SLTA/SederaJat (untuk ketua" .

£ b ?Dlutamakan yang berpengalaman dalarn_ b1dang}~ e

L 'kpembangunan fisik;

."'_Dlutamakan yang mengertl tentang tata kelola: :
"\keuangan/yang berpengalaman dalam bidang

perbendaharaan "dengan menunjukkan dokumen-

‘f:“dokumen /surat pendukung (untuk bendahara OMS),

D1utamakan blsa megoperasﬂ(an komputer mengerti
.tentang adm1n1straS1 ‘kegiatan dengan menunjukkan .

‘dokumen- dokumen/sertlﬁkat/ surat pendukung lainnya .
~ (untuk sekretarls OMS) :

. ";:’Sehat Jasmanl dan roham

- Berdomlslhi d1 desa~ yang bersangkutan dengafi
melamplrkan Karti Tanda Penduduk (KTP), I_]azah ashr

Kartu Keluarga (KK) atau dokurnen lamnya ~

.5-."1,Mempunya1 kemampuan dlbldangnya



. Bukari dari p‘érﬂaingkvat‘ deéa, ddn‘BPD'
. Tldak sedang menJabat OMS lalnnya

Tldak berstatus sebagal Pegawai Negeri Slpll

Tidak pernah bermasalah terkalt dalam masalah hukum '
" dalam keglatan pembangunan

- Baglan Ketlga - ‘
Mekamsme Pembentukan OMS ~

Pasal 8 “ X"

SRR Adapun mekamsme pembentukan OMS adalah sebagal
k_berlkut : ; RN E

1.
T ‘bertugas antara _ lam

Kepala Desa membentuk T1m Verlﬁka31 OMS yang ‘

a. Memeriksa kelengkapan dokumen pendaftar calon
“anggota OMS , ‘ :

b. 'Memlmpln pada saat pemlhhan kepengurusan OMS |

. Unsur . Tim - Verlﬁka51 adalah : dari Badan -

Permusyawaratan ~ Desa = (BPD),  Lembaga
- . Pemberdayaan - Masyarakat Desa (LPMD), Kaur:
+Pembangunan  Desa = dan ° Pendamping 'Desa -

Pembangunan (PDP); - S '

Kepala ~'Desa’ bersama PDP“"’ mémbuat ~ surat
‘pemberitahuan yang - ditujukan - kepada elemen -
v :masyarakat luas/tokoh masyarakat / RT /RW /Dusun;

. ‘Surat ,pemberltahuan dari - Kepala Desa  berisikan -
tentang “Krlterla/ syarat—syarat sebagal anggota OMS”;

Surat pernberltahuan berisikan tentang pemberltahuan'

,-kepada ‘setiap Kepala Dusun untuk- mengusulkan

beberapa ‘orang (1 - 3. ‘orang/ dusun) untuk dijadikan

sebaga1 calon OMS yang dilengkapi dengan berita acara o
‘penyiapan calon anggota OMS oleh dusun serta. d1 s
| lamplrkan daftar hadir perruhh : '

Kepala dusun mendaftarkan calon OMS ke desa atau"
kepada Tim Ver1ﬁkas1 /Seleksi Pem111han OMS;

Calon’ anggota OMS yang telah memenuhi syarat akan

dipilih melalui Musyawarah Desa I (MUSDES 0);

. OOMS terd1r1 dar1 : ketua, sekretarls, bendahara, dan 2

(dua) orang anggota d1p111h berdasarkan musyawarah

" . dan mufakat;

J1ka tidak tercapai kata rnufakat maka dllakukan’

R 'pemlhhan dengan suara terbanyak (vot1ng)
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BABV

 SISTEM PEMBIAYAAN

Baglan Pertama
~Umum

'Pasal9 T

(1) Aloka51 dana INBUP-PPIP

a. Bag1 desa yang tidak dlmekarkan pengaloka31anv
 ~dana INBUP-PPIP sebesar Rp 1. OOO OOO OOO (satu
~milyar rupiah).

b. Bagi

desa yang melakukan : pemekaran

__pengalokasian dana INBUP- PPIP sebagaimana yang
-~ ‘diatur dalam Keputusan Bupat1 Bengkalis ‘Nomor
~160/KPTS/IV/2014 tanggal 15 April- tahun 2014
- tentang Penetapan Alokas1 Dana INBUP—PPIP Tahun
‘;Anggaran 2014. - :

(2) Penganggaran aloka51 dana INBUP PPIP ini mencermatl,
dari kondisi infrastruktur dasar yang ada di desa masih
minim dan belum merata serta kurangnya keterlibatan

peran.

- serta - rnasyarakat dalam . pelaksanaan
" pembangunan. . ‘

Dari pagu dana yang tersedla dapat dlpergunakan /

‘untuk biaya umum ( admlnlstra31 papan nama kegiatan -

- dan biaya pembuatan prasastl) sebesar 2% (dua persen) -

Kepala Desa mengajukan permohonan pencalran dana ke
PPKD melalul BPM PD A SR

’dar1 dana keglatan

Baglan Kedua 5

’I‘ata Cara Pencairan Dana L
dar1 PPKD kepada Kepala Desa &

Pasal 10 |

Pasal 11

";f ‘Dalam rangka mengajukan permohonan pencalran dana~
- sebagaimana dimaksud pasal 10 tersebut, Kepala Desa dan
-~ BPM-PD melengkapi dokumen berupa '

i a.

b

Surat Pernyataan tanggung jawab. Kepala Desa dan

‘ Bendahara Desa penerima dana INBUP-PPIP;

Pakta integritas penerlma bantuan keuangan oleh OMS

c.‘kSahnan Buku Bank pemilik rekenlng desa yangj’
: d11ega11s1r oleh Bank berkenaan . :

Kwitansi penyaluran dana yang d1tandatangan1 oleh '
Bendaharawan dan Kepala Desa diatas materai;

. Foto copy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa Ketua e
- Sekretaris, dan Bendahara OMS P



‘f»Surat Permohonan penyaluran Dana INBUP "PPIP 7
- beserta: lamplran nama desa penerima ‘serta dokumen

pendukung yang telah leCI‘lﬁkaSI dan dltanda tangani

i :' oleh Kepala BPM PD

)

= keglatan dengan melamplrkan

Baglan Ketlga
Tata Cara Pencalran Dana

e dar1 Kepala Desa kepada OMS

Pasal 12 f 5

Tahap Pertama sebesar 40% darik‘pagu‘ anggaran’

La Surat Permohonan Pencalran dana Tahap I
b fk‘Kontrak Kerja antara OMS dengan Kepala Desa,

:C.‘fﬂRAB dan gambar teknls rencana kerja secara -
“keseluruhan keglatar_l serta Jadwal rencana (sze L

- Schedule) peker_]aan

: d Rincian rencana penggunaan dana Tahap I (RPD B

i ',Tahap I.
’I‘ahap kedua sebesar 30% dar1 pagu anggaran keglatan

_yang dibayar pada saat kemajuan' fisik ~pelaksanaan

kegiatan sudah mencapai minimal 90% dar1 dana 40%

. tahap I dengan melamplrkan

Lo a.';,;fSurat Permohonan Pencalran dana tahap II;-

b Laporan : Progress fisik dan keuangan bahwa'

)

= ~pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 90%

r _' | ~dari dana 40% tahap I diverifikasi oleh PDP dlSCtLlJUl o

- oleh. Kepala Desa dan kelengkapan administrasi di

e verifikasi oleh Korcam (dilampiri daftar penggunaan
o uang yang d1ter1ma pada tahap I), R S
E c Laporan Pertanggung J awaban (LPJ) dana Tahap I

| d. ff"Rln01an rencana penggunaan dana tahap II (RPD

- Tahap II)

Tahap ket1ga sebesar 30% dar1 pagu anggaran kegiatan S
L dlbayar pada saat kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan -

. sudah mencapai minimal 90% dari dana tahap. I

 berdasarkan laporan kemaJuan yang di buat oleh OMS

- selanjutnya - diverifikasi oleh PDP. dan d1setuju1 oleh 5
: _Kepala“ﬁesa dengan melamplrkan L : L

as 'Surat Permohonan Pencalran dana Tahap III

o b Progress fiSlk ~dan keuangan (d11amp1r1 daftar

' penggunaan uang yang diterima pada tahap Il yang g

. diketahui oleh Kepala Desa dan Pendampmg Desa
Pembangunan e , ,

7, C.. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana Tahap IT;

d. R1n01ar1 rencana penggunaan dana tahap II1;

e. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesalkan\ :
Pekerjaan (SPKMP) oleh OMS 7 SR




SN Baglan Keempat ’ :
Tata Cara Penyaluran Dana

: “darl Kas Desa ke Rekemng OMS"M‘:;?‘

Pasal 13

i‘.'jTPenyaluran dana dam kas desa ke rekenmg OMS yang‘;'
-~ dibuktikan - dengan ‘berita —acara penca1ran dana dan
S kw1tan81 penerlmaan dar1 kas desa ke OMS : :

;pelaksanaan keglatan INBUP PPIP dapat dlkatakan berhasﬂ R
i R apablla dapat memenuhl beberapa krlterla sebagal berikut :

fif a

B BAB VI . i
IN DIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 14 .

Kuahtas pekerjaan sesua1 dengan rancangan tekms

.yang telah dltetapkan

Adanya swadaya - dan kegotong royongan masyarakatr.

~dalam pelaksanaan keglatan Penguatan Infrastruktur -

Pedesaan

- Adanya kemauan masyarakat untuk melakukan o
‘ pemehharaan dan pelestarlan has1l keglatan yang telahr
~dilaksanakan; : i

. Laporan kema_]uan fisik dan keuangan dlbuat oleh OMS SR
- yang -diketahui oleh PDP dan Kepala Desa yang .o

o dlsampalkan kepada Korkab PDP melalui Korcam PDP "

setiap bulan yang sudah diterima selambat-lambatnya -

tanggal 15 bulan berlkutnya untuk d1teruskan kepada o

e BPM PD

BAB VII

S PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN | i

W

Pasal 15

OMS Wa_]lb rnelaporkan kemajuan ﬁs1k dan keuangan'

pekerjaan dengan diketahui oleh Kepala desa dan S
Pendampmg Desa kepada Camat : Lan

‘(2)3-Penca1ran dana keglatan tahap hanya dapat"_,‘

dilaksanakan apabila Laporan Pertanggung Jawaban

- keuangan dan fisik tahap pertama telah dlserahkan‘

@

- .penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas desaz,
- ,_berdasarkan bukti-bukti yang sah. i

kepada Kepala Desa : ; o ‘
Ketua dan Bendahara OMS Wajlb membukukan set1ap .



(4) Ketua: dan Bendahara OMS setlap bulan menyampalkan‘ -
s ']:Iaporan pelaksanaan fisik dan biaya kepada Kepala
~ Desa. : dengan . melampirkan Berita .| Acara  Telah
i ,”Melaksanakan pekerjaan berdasarkan tahapan
s pelaksanaan ~ R :

e (’S)l“‘Korkab PDP Setlap 3 bulan menyampa1kan laporan
fAtpelaksanaan fisik ' ‘'dan keuangan: kepada BPM-PD,
- selanjutnya BPM-PD melaporkan kepada Bupati.. ‘

18

- (6) ~Untuk terwujudnya prinsip: transparansi, maka setelah

- pekerjaan fisik dan administrasi keglatan selesai secara -

. keseluruhan, - maka . OMS - menyampaikan/ |
“’7‘gmenyerahterlmakan keglatan kepada kepala desa- dalam HEAC AR

o ‘iMusdes III

PR, : BAB VIII T
i ol MONITORING PENGAWASAN DAN EVALUASI .
ke L Bag1an Pertama S
Momtormg

Pasal 16

: Momtorlng keglatan dar1 INBUP PPIP d1koord1n1r oleh BPM- o “

'PD dengan melibatkan Korkab PDP, pihak Kecamatan dan
~UPTD terkait. Hasil mon1tor1ng dilaporkan kepada Bupatl s

~, : 'Bengkahs melalu1 BAPPEDA dengan tembusan d1sampa1kan \
e C;kepada Inspektorat ; ; .

Baglan Kedua ‘ B
PengaWasan Seniile e
Pasal 17

: (‘1) Dalam rangka mengembangkan keterhbatan masyarakatv ol

- dalam - pelaksanaan kegiatan “terutama untuk =
‘ 'f{.menyebarluaskan nilai- nilai . transparansi  serta

partisipasi aktif masyarakat maka Kepala Desa" agar
 mempublikasikan dokumen . RAB" dengan

- menempelkannya di ruang publik seperti pada papan '

A ‘jpengumuman ‘desa, maspd musholla, pasar desa
. posyandu dan lain- Ialn

(2) ji_Pengawasan keglatan dari INBUP PPIP dlkoordlmr oleh

"BPM-PD dengan ‘melibatkan : Koordinator Kabupaten,

ot Koordinator Kecamatan dan Pendamplng ‘Desa
Pembangunan ! e e _

(3{)':‘:’Pubhka51 RAB sebagalmana dlmaksud pada pasal 17'
~ayat (1) menjadi salah satu bahan evaluasi utama bagi

. pertimbangan untuk menyedlakan anggaran pada'g $

e 'f'tahun tahun: berlkutnya



14

Bagian Ketiga
-~ Evaluasi

‘VPagﬂls‘ |

S Evaluas1 keglatan dar1 INBUP PPIP dllakukan oleh BPMPD
~ dengan mehbatkan Korkab PDP, Korcam PDP serta darl-
- unsur aparat Pemerlntahan Desa : ~ ‘

'; BABIX.
- SANKSI

Pasal 19

Apablla keglatan t1dak selesal sampai batas waktu yang (
- telah  ditetapkan  setelah dihitung progres pekerjaan di
lapangan, maka kepada Desa tersebut pengalokasian pagu
dana  tahun berikutnya akan dlkurangl sebanyak - sisa
keglatan yang tidak terselesaikan. : : B

: BAB X - s
PENYAMPAIAN LAPORAN '

Pasal 20

. (1) Desa penerlma dana Program Penguatan 1nfrastruktur ‘

vPerdesaan ‘harus menyampaikan laporan pelaksanaan~“ o
Program Penguatan infrastruktur Perdesaan kepada =

e, Bupati Bengkalis cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat - -
.~ dan Pemerintahan Desa (BPM -PD) Kabupaten Bengkalis.

(2) I.Pendamplng Desa Pembangunan menyampalkan“' ‘
laporan kemajuan fisik dan keuangan sotlap bulannya . - -

' kepada BPM PD melalu1 Korkab PDP.

BAB XI , ~,
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupat1 ini, maka Peraturan

- Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis -

' Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur
~ Perdesaan Kabupaten Bengkahs d1cabut dan dinyatakan
tldak berlaku : ~ :

PaSaI 22 :
’ _Kétenthan mengenai ;- A
a. Alur tahapan pelaksana program 1nfrastruktur -

perdesaan dalam LamplranI

" b. Format usulan proposal Tahap I Tahap I dan Tahap III
. dalam Lamplran II; .

c. Format Musyawarah Desa III dalam Lamplran II;




d. Format bagan alir dan pencairan dana dalam
Lampiran IV;

e. Format kontrak kerja dalam Lampiran V;
f.  Format RAB dan LPJ dalam Lampiran VI; dan
g. Format Usulan Pencairan Dana dalam Lampiran VII;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintakan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal § Mei 2014

§BUPATI

/€+1. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 33



